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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari aspek komunikasi, implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat 

Kota Raja belum dilaksanakan secara optimal karena pelaksanaan sosialisasi hanya 

sekali terlaksana dan minimnya media sosialisasi yang hanya berupa stiker, guna 

ditempel pada pintu kantor tanpa adanya ada petunjuk teknis sebagai pedoman 

bersama. 

2. Dari aspek sumber daya, implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat 

Kota Raja belum didukung dengan ketersediaan anggaran guna pembangunan 

ruang khusus untuk pegawai dan masyarakat yang perokok. 

3. Dari aspek sikap, implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja 

terbagi menjadi dua kelompok; sikap pro dan kontra terhadap kebijakan ini. 

Perokok pasif menanggapi positif kebijakan ini, namun bagi perokok aktif belum 

bisa sepenuhnya menerima kebijakan ini disebabkan karena ketergantungan 

terhadap rokok sehingga sulit menghilangkan kebiasaan merokok saat bekerja. 

4. Dari aspek struktur organisasi, implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor 

Camat Kota Raja belum didukung dengan ketersediaan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan pelimpahan kewenangan dari Camat ke Kepala Seksi atau 

Kepala Sub Bagian untuk mengawasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok. 
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5. Faktor penghambat implementasi kawasan pada Kantor Camat Kota Raja adalah:  

➢ Ketergantungan pada rokok sehingga sulit menghilangkan kebiasaan 

merokok sambil bekerja 

➢ Minimnya media informasi berupa; sosialisasi dan alat peraga. 

➢ Belum adanya ketegasan dari pimpinan menegur dan memberi sanksi bagi 

pegawai yang merokok dalam ruang kantor. 

➢ Belum adanya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kawasan tanpa 

rokok. 

6. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung implementasi kawasan pada Kantor 

Camat Kota Raja adalah: didukung dengan luasnya area terbuka. Kawasan terbuka 

ini dapat dikelola secara maksimal sebagai area merokok bagi pegawai perokok 

sehingga tidak mengganggu aktivitas pegawai lainnya. Area terbuka  ini terletak 

pada  halaman depan, samping dan belakang kantor, pada lapangan futsal dan juga 

area parkir kendaraan. 

 

1.2. Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pimpinan kantor Camat Kota Raja Kota Kupang harus lebih tegas dan menjadi 

contoh dalam penerapan peraturan kawasan tanpa rokok. Ketegasan ini perlu 

diwujudkan melalui tindakan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar serta 

memberikan petunjuk teknis kepada Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian untuk 

mengawasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok. 
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2. Menyediakan tanda larangan yang lebih jelas sebagai media sosialisasi agar 

dimengerti dan memiliki efek jera bagi pegawai dan masyarakat. 

3. Memasang tanda larangan merokok di setiap ruang kerja, terutama  pada ruang 

perekaman KTP dan loket pelayanan masyarakat. 

4. Memaksimalkan kawasan terbuka yang terdapat pada Kantor Camat sebagai area 

merokok bagi pegawai perokok. Pengaturan area yang dilakukan secara terpadu 

selanjutnya dapat menggantikan fungsi ruang khusus merokok yang belum dapat 

dibangun akibat ketidaktersediaannya anggaran pendukung implementasi kawasan 

tanpa rokok. 
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